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FRUGAL living atau gaya hidup

hemat semakin diminati masyarakat mo-

dern, terutama dalam menghadapi trend

konsumtif. Di tengah ekonomi yang sulit

dan daya beli kelas menengah yang

menurun, gaya hidup ini menjadi solusi

penting, terutama bagi generasi muda

seperti Gen Z dan Millenial. Frugal living

mengajarkan pengelolaan keuangan

yang bijak, menjaga keseimbangan an-

tara kebutuhan dan keinginan, serta me-

ngurangi pengeluaran yang tidak perlu.

Dalam Islam, frugal living bukan

sekadar gaya hidup, melainkan cerminan

nilai konsumsi bijak. Prinsip hidup

hemat dalam Islam menekankan keseim-

bangan antara kebutuhan dan keingi-

nan, menghindari pemborosan atau israf,

dan mengingatkan umat untuk hidup

sederhana. Islam juga mengajarkan bah-

wa segala bentuk pengeluaran berlebi-

han dapat berdampak negatif, baik bagi

diri sendiri maupun orang lain, dan seba-

liknya mengajarkan untuk membantu

sesama dengan rezeki yang dimiliki.

Dengan hidup hemat, seorang Muslim

bisa lebih bijak dalam mengelola harta,

memprioritaskan kebutuhan utama, dan

berbagi rezeki.

Selaras dengan Perilaku

Konsumsi Islam

Frugal living selaras dengan perilaku

konsumsi dalam Islam yang menekan-

kan hidup sederhana dan bijaksana.

Islam mengajarkan bahwa harta adalah

titipan yang harus dikelola secara efektif

dan bertanggungjawab. Dalam Alquran,

QS. Al-Furqan ayat 67 mengingatkan

pentingnya tidak berlebihan dan tidak

kikir dalam membelanjakan harta. Fru-

gal living membantu seorang Muslim

menjalankan ajaran ini dengan mengu-

rangi konsumsi yang berlebihan dan

lebih banyak berderma.

Frugal living juga relevan bagi Gen Z

dan Milenial dalam mengatasi gaya

hidup konsumtif dan boros. Tantangan

ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan bu-

daya FOMO (Fear of Missing Out) me-

maksa generasi muda untuk lebih bijak

dalam mengelola keuangan. Frugal liv-

ing mengajarkan mereka untuk berfokus

pada kebutuhan esensial, menekan pem-

belian barang tidak penting, dan meng-

alokasikan pengeluaran secara cermat.

Dengan gaya hidup ini, Gen Z dan

Milenial dapat menjaga stabilitas finan-

sial mereka dan mengurangi tekanan ke-

uangan yang berlebihan.

Selain itu, frugal living membantu ge-

nerasi muda memahami nilai jangka

panjang dari setiap pengeluaran. Dari-

pada mengikuti trend yang cepat beru-

bah, gaya hidup ini mengajak mereka

memilih barang yang berkualitas, tahan

lama, dan berguna. Kebiasaan ini tidak

hanya mengurangi konsumsi berlebihan,

tetapi juga berdampak positif pada ling-

kungan dengan mengurangi pemborosan

sumber daya. Di tengah budaya kon-

sumtif, frugal living memberikan ruang

bagi generasi muda untuk membangun

kesadaran finansial dan menjaga ling-

kungan.

Solusi Atasi Hidup Boros Ala Gen Z

dan Millenial

Lebih dari sekadar menghemat uang,

frugal living membentuk karakter yang

bertanggung jawab terhadap keuangan

dan masa depan. Dengan mempriori-

taskan keinginan ketimbang kebutuhan,

Gen Z dan Milenial dapat menyisihkan

sebagian pendapatan untuk investasi,

tabungan, atau dana darurat, yang sa-

ngat bermanfaat jangka

panjang. Frugal living

bukan hanya sekadar pili-

han gaya hidup, tetapi ju-

ga mencerminkan prinsip

hidup bijak dengan penuh

kesadaran tinggi.

Gaya hidup frugal juga

membantu Gen Z dan

Milenial untuk menya-

dari nilai jangka panjang

dari setiap pengeluaran.

Alih-alih mengikuti trend

yang cepat berganti, fru-

gal living mengajak mere-

ka untuk memilih barang

yang berkualitas, tahan

lama, dan bermanfaat.

Kebiasaan ini bukan

hanya mengurangi jejak konsumsi yang

berlebihan, tetapi juga berdampak positif

pada lingkungan dengan mengurangi

pemborosan sumber daya. Di tengah bu-

daya konsumtif, gaya hidup hemat ini

memberikan ruang bagi generasi muda

untuk membangun kesadaran finansial

dan lingkungan yang lebih sehat dan ber-

kelanjutan.

Penutup

Frugal living atau gaya hidup hemat

bukan hanya solusi untuk problem eko-

nomi saat ini, tetapi juga selaras dengan

prinsip perilaku konsumsi dalam Islam

yang menekankan pengelolaan harta se-

cara bijak dan tanggung jawab sosial.

Gaya hidup ini mendorong individu un-

tuk hidup sederhana, menyeimbangkan

kebutuhan dan keinginan, serta meng-

hindari pemborosan, yang memungkin-

kan mereka untuk fokus pada hal-hal es-

ensial dan berbagi rezeki melalui sede-

kah dan zakat. Dengan demikian, frugal

living tidak hanya membantu mencapai

keseimbangan finansial, tetapi juga

memberikan manfaat bagi lingkungan

dan masyarakat, menjadikan hidup lebih

bermakna, seimbang, dan sesuai dengan

ajaran Islam.(*)

*)Edo Segara Gustanto SE ME,

Mahasiswa Hukum Islam Program

Doktor (HIPD) UII Yogyakarta/Pusat

Studi Kajian Analisis Ekonomi

Nusantara.

Pergantian Rezim Kekuasaan

Edo Segara Gustanto

Di Kulonprogo, 742 km jalan kategori rusak.

- Harus segera dianggarkan untuk per-

baikan.

***

Prabowo percepat program cetak sawah.

- Di sisi lain banyak sawah jadi rumah.

***

Kewirausahaan kunci perkuat kemandirian

bangsa.

- Terbukti cukup tangguh hadapi resesi.

’Frugal Living’: Cermin Konsumsi Bijak dalam Islam

HARI Ahad, tanggal 20 Oktober

2024 lalu, menjadi hari bersejarah.

Pada hari itu, terjadi pergantian rezim

kekuasaan. Rezim Joko Widodo, selesai

menunaikan tugasnya. Prabowo Su-

bianto beserta Kabinet Mera-Putih dan

lembaga-lembaga pemerintahan lain-

nya, menggantikannya.

Momentum pergantian rezim kekua-

saan berlangsung damai, lancar, dan

aman. Situasi demikian patut disyu-

kuri. Selanjutnya, publik banyak me-

naruh pengharapan, agar kekuasaan

di tangan rezim baru - kepemimpinan

Presiden ke-8 - digunakan secara jujur,

amanah, dan profesional. Sega-

lanya, demi kemajuan bangsa

dan negara.

Pada sekelompok orang,

pengharapan itu disertai rasa

optimis. Namun, pada sekelom-

pok lain, justru muncul rasa

pesimis. Tentu, masing-masing

mempunyai argumentasi. Ar-

gumentasi-argumentasi  yang

berseberangan, asyik diperde-

batkan, namun tidaklah mudah

dipertemukan. Artinya, gap (ju-

rang pemisah) antarberbagai

kelompok, pasti ada. Gap ini,

perlu terus diwaspadai dan di-

kendalikan, agar tak berlanjut

menjadi perseteruan laten.

Dalam perspektif negara hu-

kum Pancasila, rezim kekuasa-

an manapun, wajib tunduk dan

taat pada hukum yang berlaku.

Pada tataran moralitas-hukum,

semua penyelenggara negara,

wajib memberi contoh/kete-

ladanan dalam berhukum. Maknanya,

segala pemikiran, sikap, dan perilaku,

mesti pantas ditiru oleh warga negara,

dan dapat dipertanggungjawabkan pa-

da moralitas-hukum.

Sejujurnya, telah lama rakyat kece-

wa atas langkanya keteladanan berhu-

kum yang baik oleh penguasa. Ketela-

danan itu seolah fatamorgana. Adanya

dalam bayangan. Walau sangat di-

harapkan, tetapi tak kunjung menjadi

kenyataan. Alih-alih keteladanan baik,

justru kemunafikan merajalela. Lan-

tang berteriak ”berantas korupsi”, eh,..

ternyata dia koruptor.

Sejarah kehidupan bangsa memper-

lihatkan, bahwa sejak nenek-moyang

di zaman pra-hindu, hingga kini, nilai-

nilai Pancasila tetap eksis. Itulah

moralitas-hukum Indonesia, secara

utuh dan menyeluruh. Dulu, nenek-

moyang kita, mau dan mampu men-

jadikannya sebagai pedoman hidup

(way of life). Tetapi di zaman reformasi,

nilai-nilai Pancasila justru dicam-

pakkan. Nilai individual ditonjolkan,

sementara nilai kekeluargaan ditang-

galkan. Dalam penentuan kebenaran

(truth), pembuatan kebijakan (policy)

maupun peraturan (regulation), bu-

daya musyawarah-mufakat terganti-

kan dengan voting. Kemenang disa-

makan dengan kebenaran.

Rakyat banyak berpengharapan,

agar rezim kekuasaan baru, mau dan

mampu secara konsisten, mengaktual-

isasikan moralitas-hukum (nilai-nilai

Pancasila) dalam penyelenggaraan ne-

gara. Secara yuridis-formal dan yuri-

dis-filosofis, pada Pasal 2 UU No.12/

2011, dinyatakan Pancasila meru-

pakan sumber segala sumber hukum

negara. Pun pula dalam Pasal 1 (3)

TAP MPR No.III/2020, ditegaskan bah-

wa sumber hukum dasar nasional

adalah Pancasila (sebagaimana yang

tertulis dalam Pembukaan UUD 1945),

dan Batang tubuh UUD 1945.

Pada dua dasar hukum di atas, ter-

surat bahwa konstitusi (UUD 1945) te-

lah mengatur keterkaitan antara Pan-

casila dan hukum negara. Keterkaitan

itu, wajib dimengerti semua komponen

rezim kekuasaan. Selanjutnya, di-

jabarkan dalam bentuk pengamalan-

nya, dalam segala urusan kenegaraan.

Perlu dicamkan, bahwa aspek moral-

itas-hukum (nilai-nilai Pancasila),

senantiasa terkait erat dengan hukum,

dalam segala bentuknya. Pemahaman

dan praktik pemisahan antara kedua-

nya, adalah kesalahan besar dan men-

dasar. Contoh, ketika suatu kasus, di-

adili oleh dewan etik (bersifat internal),

dan oleh pengadilan (secara indepen-

den) secara terpisah. Kesalahan etik,

cenderung diberi sanksi teguran saja,

dan jarang hingga pemecatan. Kesa-

lahan hukum, didasarkan pada pasal-

pasal perundang-undangan saja. Di-

pertanyakan, kapan nilai-nilai Panca-

sila dijadikan rujukan dalam proses

persidangan hingga rujukan pemberi-

an sanksi?

Dikhawatirkan, rezim kekuasaan

baru, akan berhukum (membuat, me-

laksanakan, dan menegakkan hukum)

sebagaimana rezim sebelum-

nya (business as usual). Hu-

kum, sering dijadikan selimut

kajahatan. Kekuasaan/kekuat-

an disalah-gunakan sedemiki-

an rupa, dalam berbagai urus-

an. Urusan: politik, hukum,

keamanan, kesejahteraan, ke-

sehatan, pendidikan, budaya,

agama, dan sebagainya. Dalam

kompleksitas demikian, tak

ada peluang bermimpi tentang

supremasi moralitas-hukum.

Ketika hukum telah dijadi-

kan sebagai selimut kejahatan,

maka kejahatan telah ada saat

suatu program dirancang dan

ditetapkan. Perilaku jahat di-

benarkan oleh hukum, walau-

pun bertentangan dengan mo-

ralitas-hukum. Kejahatan de-

mikian, tidak mudah dilihat de-

ngan mata kepala. Amat sulit

pembuktiannya. Tidak mudah

dijerat hukum.

Miris, ketika beberapa menteri/wakil

menteri terindikasi terlibat korupsi,

justru dipilih dan dijadikan ujung tom-

bak penyelenggaraan negara. Dikha-

watirkan, negara hukum Pancasila

hanya formalitas belaka. Substansial-

nya negara kekuasaan penjahat. Nau-

zubillah. (*)-d

*)Sudjito Atmoredjo, Guru Besar

pada Sekolah Pascasarjana UGM.

Sudjito AtmoredjoRespons Cepat Sri Sultan Soal Miras
RESPONS cepat Gubernur DIY Sri

Sultan Hamengku Buwono X terkait

peredaran minuman keras (miras)

atau minuman beralkohol (mihol) di

DIY mendapat acungan jempol

banyak orang. Langkah yang diambil

Gubernur yang juga Raja Kraton

Ngayogyakarta Hadiningrat ini sangat

melegakan di tengah peredaran miras

yang sudah meresahkan, bahkan su-

dah memakan korban dua santri

Krapyak yang dianiaya, bahkan sam-

pai dilakukan penusukan oleh gerom-

bolan pemuda yang sedang mabuk

karena miras.

Sebagaimana diketahui bersama,

pada Senin (28/10) Sri Sultan sudah

memanggil para bupati dan walikota di

DIY untuk membahas masalah miras.

Kemudian sehari setelah para santri

disertai para kyai dan ibu-ibu nyai me-

lakukan aksi damai di Mapolda DIY,

orang nomor satu di DIY ini menge-

luarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor

5 Tahun 2024 Tentang Optimalisasi

Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol.

Sebagaimana dilansir koran ini,

Kamis (31/10), Ingub itu bertujuan un-

tuk mengoptimalkan pengendalian

dan pengawasan peredaran minuman

beralkohol (mihol) di DIY guna menja-

ga ketertiban dan keamanan masya-

rakat. Adapun salah satu poin penting

dalam instruksi itu adalah kewajiban

bagi seluruh kepala daerah atau bu-

pati dan walikota di wilayah DIY untuk

melakukan inventarisasi terhadap

seluruh pelaku usaha yang terlibat da

lam bisnis minuman beralkohol. Mulai

dari produsen, importir, hingga penge-

cer, semua harus terdata dan diawasi

dengan ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY

Beny Suharsono menjelaskan, Ingub

tersebut ditujukan untuk mengoptimal-

kan pengendalian dan pengawasan

terhadap peredaran minuman be-

ralkohol di wilayah DIY. Langkah itu di-

ambil dengan harapan dapat membe-

rikan perlindungan kepada masyara-

kat dan mencegah penyalahgunaan

yang dapat berdampak negatif.

Ingub inipun langsung ditindaklanjuti

para bupati dan walikota di DIY. Antara

lain Pemkab Gunungkidul langsung

mengeluarkan Surat Edaran (SE) No

40/2024 tentang pengawasan dan pen-

gendalian peredaran mihol. SE ditu-

jukan kepada para panewu dan luar.

Hal sama dilakukan Pemkab Sleman

yang mengeluarkan SE no 0681/2024

tentang pengendalian mihol dan pe-

larangan minuman oplosan. Kabid Pe-

negakan Perundang-undangan Satpol

PP Sri Madu Rakyanto melaporkan

telah menutup 26 outlet penjualan mi-

hol ilegal. Hanya saja setelah disegel,

dibuka lagi pemiliknya untuk berop-

erasi. Karena itu mesti lebih tegas lagi.

Selain itu sudah banyak lurah yang

mengeluarkan surat edaran tentang

pelarangan pengedaran dan penjualan

minuman beralkohol di wilayah kalura-

han masing-masing. Misalnya Peme-

rintah Kalurahan Potorono yang me-

ngeluarkan SE kepada seluruh Dukuh

agar mengakomodir Ketua RT di

wilayah masing-masing untuk melaku-

kan pengawasan dan pengendalian

mihol di wilayah masing-masing.

Kepada Ketua RT dan warga masyara-

kat untuk melarang penjualan mihol di

wilayah masing-masing. Dan kepada

pemilik kos/ruko/rumah dilarang

menyewakan tempat untuk usaha pen-

jualan mihol. Kalau seluruh pemerintah

kalurahan se-DIY mengeluarkan SE

semacam ini, maka tidak ada lagi pen-

jualan mihol yang seenaknya saja.

Lebih dari itu, mestinya Indonesia

mempunyai undang-undang menge-

nai miras dan mihol. Dengan UU

tersebut memungkinkan segala

pelanggaran terkait miras diberi sanksi

tegas terutama sanksi pidana dan

denda yang menjerakan.  Karena itu

pembahasan RUU Miras antara

Pemerintah dan DPR yang sudah ber-

jalan 15 tahun harus segera diselesai-

kan. Selama ini, berkali-kali RUU

Miras masuk prolegnas, tetapi berkali-

kali juga gagal disahkan menjadi se-

buah undang-undang. RUU ini sudah

mulai dibahas di DPR sejak periode

2009-2014, kemudian dilanjutkan pe-

riode 2014-2019 hingga periode DPR

2019-2024. Pada 2024 ini, RUU LMB

juga kembali masuk Prolegnas.

Karena itu harus segera diselesaikan

agar bisa menjadi payung secara na-

sional. (*)-d

Persyaratan Menulis
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